
BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU

4s 4)PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR2) TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DI KABUPATEN PELALAWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (5) huruf (e)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit,
maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan,
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Pelalawan;

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Pelalawan , Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Llembaran Negara Republik
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Negara Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lkembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas_ Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta
Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja
dan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 387);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
247);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
715);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususan Perangkat Daerah Kabupaten
Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3 £=TAHUN 2019
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PELALAWAN.
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Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 30 dan angka 31,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh

Pemerinta Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Bupati adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah Otonomi.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

organisasi/lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang terdiri dari secretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis
daerah, kecamatan, dan Satpol PP sesuai dengan kebutuhan daerah.

6. Dinas Tenaga Kerja adalah instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
perizinan.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.Ji

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

11. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.Penahapan Kepesertaan yang selanjutnya disebut penahapan adalah
tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan
sosialLane

diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
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13. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha,badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja
pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lainnya.

14. Pengguna jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan
sebagai pemberi tugas atau _pemilik pekerjaan/proyek yangmemerlukan layanan jasa konstruksi.

15. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

16. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasanyang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dantata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

18. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat peserta PU adalah
pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan
pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara
dengan menerima gaji atau upah.

19. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta BPU
adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara
mandiri untuk memperoleh penghasilan

20. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang
ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerjadan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau
akan dilakukan.

21.Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan
dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena
hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke
rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.

22.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah
manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yangdiberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit
yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

23.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaatJl
uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggaldunia bukan akibat kecelakaan kerja.

24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yangJi
memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan
sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun)atau memenuhi persyaratan tertentu.

25.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial

TOS NE ROOR DIUM.

yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak
bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilansetelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap,atau meninggal dunia.
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26. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau
hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung
mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk
menjalakan pekerjaannya.

27.Pengawas Ketenagakerjaan ialah pegawai teknis berkeahlian khusus
dari kementrian ketenagakerjaan yang di tunjuk oleh menteri
Ketenagakerjaan.

28.Harga kontak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam
kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek,antara pemeberi kerja /pemilik dan kontraktor pembangunan.

29. Masa iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepadaBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
30. Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit adalah Petani, Buruh Tani, dan

Perkerja Bongkar Muat yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit di
Kabupaten Pelalawan.

31. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah kepada Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit dengan tujuanmemberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui
Dana Bagi Hasil Sawit.

2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5
(1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas :

a. Peserta Penerima Upah; dan
b. Peserta Bukan Penerima Upah.

J

(2) Peserta PU sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara
b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara;dan
c. Orang Asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

(3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja_ selain penyelenggara
negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
b. tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.

(4) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :

a. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu;dan
b. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak

tertentu.

(5) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk tenaga
kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman
atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga)bulan.

(6) Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja
pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh PBN, APBD, swasta,
perorangan dan dana bantuan luar negeri.
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(7) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi :

a. Pemberi Kerja;
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan menerima gajiatau upah; dan
d. Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit.

(8) Setiap peserta PU dan Peserta BPU wajib mengikuti program Jaminan
Sosial Ketenagakkerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

(9) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara
bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

(10) Pemberi kerja wajib mendaftarkan Tenaga kerja harian lepas, borongan,dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam kategori sebagai peserta PU
mengikuti skala usaha dimana pekerja tersebut bekerja.

(11) Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan data
dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan
benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(12) Penahapan dimulai pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi
kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program Jaminan
Kecelakaan dan Jaminan Kematian. Untuk Program Jaminan Hari Tuadan program jaminan Pensiun dapat didaftarkan paling lambat 2029.

(13) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerjaSelain penyelenggara negara di kelompokkan berdasarkan skala usaha
yang terdiri atas:
a. usaha besar;
b. usaha menengah;
c. usaha kecil; dan
d. usaha mikro.

(14) Penahapan pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerjaselain penyelenggara negara pada Program BPJS Ketenagakerjaanadalah:
a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminankecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari
tua, dan program jaminan pensiun;

b.usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja,
program jaminan kematian, dan program jaminan hari tua; dan

c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, dan
program jaminan kematian.

(15) Ketentuan tentang skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14)
berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A
Bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Ekosistem
Perkebunan Sawit diberikan sesuai dengan Dana Bagi hasil (DBH)perkebunan sawit yang diterima oleh Daerah.



8

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29
(1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan di Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan/atau Anggaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan yang berada di Daerah.

(2) Bantuan pemberian iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerjadi Ekosistem Perkebunan Sawit yang bersumber dari Dana Bagi Hasil
(DBH) perkebunan sawit.

Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di gkalan Kerinci
ada tanggal \ Dsdankorn 3-493
BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 DeSqutee YI23
Pj. SEKRETARI AERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR
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